BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email ; set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 261/PM.00.02/K.J1-04/08/2024 Bojonegoro,24 Agustus 2024
Sifat : Penting

Lampiran -

Perihal : Imbauan pihak yang harus netral

dalam Pemilihan serentak tahun 2024

Kepada Yth,
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro

di-
BOJONEGORO

1. Memperhatikan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati,Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil

c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

f. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan pemilihan;

g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

h. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Walikota Tahun 2024;
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j.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Nregara

I. Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala
Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

m. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor: 135/RT.03/K.JI-04/8/2024

2. Imbauan
Sehubungan dasar tersebut diatas dan informasi awal yang kami dapat bahwa DPC
Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro akan menyelengarakan Deklarasi Bakal pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro tahun 2024, dalam rangka melakukan upaya
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada proses pengawasan Tahapan
Pemilihan Tahun 2024, dengan mengacu pada ketentuan normatif sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Netralitas ASN diatur dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 2016:
« Pasal 7 ayat 2 huruft :
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta

Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta
Pemilihan;

2. Berkaitan dengan Netralitas ASN diatur dalam Undang - Undang No. 20 Tahun 2023:
e Pasal 59 ayat 3 :
“Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil
Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib

menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai pegawai ASN sejak ditetapkan
sebagai calon.

3. Berkaitan dengan Netralitas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
e Pasal 11 huruf c:
“Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi,
kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah
pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat
dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS
e Pasal 5 huruf n
“PNS dilarang :
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota
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Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan cara:

1. Ikut kampanye,

. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

a S WwN

satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk.

o Pasal 14 Huruf | angka 5
Hukum disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf C
dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan :
l.Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5,
angka 6, dan angka 7 dengan cara: 5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

5. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan
“seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak
terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah

pada keberpihakan atau ketidaknetralatan”

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
e Pasal9 ayat 2
“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik”

7. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain,
Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan
Usaha Millk Desa dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20156 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) mengatur larangan dan sanksi bagi
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Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan
Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Pilkada, sebagai berikut:

a. Larangan
1) Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada:
‘Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI//POLRI,
dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon”.

2) Pasal 29 huruf (b) UU Desa:
“Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”,

3) Pasal 51 huruf (b) UU Desa:
“Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,

anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”.

b. Sanksi
1) Pasal 71 ayat (6) UU Pilkada:
“Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan
petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku’,
2) Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU Desa:
Ayat (1)
“Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

~

dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis™,

Ayat (2) _
“Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan

dengan pemberhentian”.

3) Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Desa:

Ayat (1)

“Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran

tertulis”;

Ayat (2)

“Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan

dengan pemberhentian”.
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Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro meng/imbau agar seluruh pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN), Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan
Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bojonegoro untuk benar — benar
menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2. Arsip
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